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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Masih terdapat banyak permasalahan dan pertentangan mengenai kajian 
terhadap kajian terhadap aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan, 
yaitu: 
a. Dalam pelaksanaan tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat 
perkosaan berdasarkankan Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 
Tentang Kesehatan Reproduksi ternyata belum terlaksana dengan 
maksimal dikarenakan tidak adanya pelaporan yang didapat oleh 
Dinas Kesehatan mengenai tindakan aborsi berdasarkan kehamilan 
akibat perkosaan yang dilakukan oleh PKBI. 
b. Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peeraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi 
mengenai waktu yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi masih 
dianggap membingungkan sehingga menjadi penghambat tindakan 
aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. 
2. Kendala yang dihadapi dalam kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan 
kehamilan akibat perkosaan yaitu: 
a. Kendala yang bersifat  internal yaitu: 
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Korelasi antara lembaga terkait baik dalam memberikan rekomendasi 
dalam memberikan izin untuk melakukan aborsi waktu yang dianggap 
membingungkan bagi perempuan korban perkosaan untuk dapat 
melakukan aborsi yang sehat dan aman. 
b. kendala yang Bersifat eksternal yaitu:  
Kurangnya pemahaman mengenai boleh melakukan aborsi dengan 
indikasi tertentu oleh masyarakat sehingga masyarakat masih 
menganggap aborsi belum di perbolehkan. Kurangnya peran serta 
masyarakat dalam keterlibatan edukasi kesehatan reproduksi yang di 
berikan oleh instansi terkait. Masih banyak masyarakat menutupi 
kasus kehamilan yang dikarenakan perkosaan baik oleh keluarga 
sendiri atau orang lain dan memilih untuk diam. Adanya perbedaan 
pendapat dikalangan masyarakat mengenai boleh atau dilarangnya 
aborsi dari segi sosial, budaya dan agama. 
B. Saran  
Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Badan legislatif atau Pemerintah agar merevisi Undang Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai aborsi sehingga tindakan 
aborsi khususnya kehamilan akibat perkosaan dapat terlaksana dengan 
baik, aman dan tidak membingungkan bagi pihak-pihak yang ingin 
melakukan aborsi. 
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2. Negara harus memfasilitasi instansi atau lembaga yang terkait dalam 
menangani aborsi sehingga instansi atau lembaga dapat melaksanakan 
aborsi dikarenakan kehamilan akibat perkosaan dengan aman dan sehat. 
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